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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA 

DALAM TINDAK PIDANA ABORSI 

(Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) 

Oleh 

Ferda Ria Angelina 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi    

merupakan  suatu metode apakah pelaku turut serta dapat 

mempertanggungjawabkan suatu keikutsertaan dalam tindakan pidana aborsi yang 

dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari suatu kesalahan yang 

melawan hukum dengan adanya bentuk kesengajaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan di persidangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. 

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi 

(Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) dan apakah yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam 

tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga 

peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan 

dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga 

didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dengan pihak 

Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung 

Selatan, dan Dosen Akademisi Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Hasil dari penelitian ini bahwa  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut 

serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla 

adalah sudah sesuai. Dari segi pelaku Terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab 

karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan melakukan tindak pidana 

dengan sadar, yaitu turut serta pembelian obat untuk menggugurkan janin milik 

Saksi, serta mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Dari segi 

perbuatan, tindakan Terdakwa melanggar hukum, khususnya Pasal 77 A Jo  Pasal



Ferda Ria Angelina 

45 A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi 

Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, terkait dengan tindak pidana 

aborsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN 

Kla adalah secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis perbuatan 

Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di 

dakwakan. Secara filosofis majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan 

pidana 1 (satu) tahun bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan 

Terdakwa. Secara sosiologis majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. 

Saran yang dapat diberikan, diharapkan adanya edukasi hukum dan kesehatan 

reproduksi menyeluruh untuk masyarakat umum, serta memperkuat pengawasan 

terhadap peredaran obat-obatan yang dapat disalahgunakan untuk aborsi ilegal. 

Selain itu, diharapkan  Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lebih di 

perhatikan kembali hal-hal yang dapat mendorong perbaikan diri terdakwa agar 

dapat merasa jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Aborsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR OF PARTICIPATION 

IN THE CRIME OF ABORTION  

(Study of Decision Number : 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) 

By 

Ferda Ria Angelina 

Criminal liability for the perpetrators of participation in the criminal act of 

abortion is a method of whether the perpetrators of participation can be held 

accountable for participation in the criminal act of abortion committed. Criminal 

liability can be seen from an unlawful error in the presence of a form of intent that 

can be accounted for in court to impose criminal sanctions. The problem in writing 

this thesis is how is the criminal liability of the perpetrator participating in the 

criminal act of abortion (Study of Decision Number 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) and 

what is the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the 

perpetrator participating in the criminal act of abortion (Study of Decision Number 

344/Pid.Sus/2023/PN Kla). 

This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. 

Normative research is carried out by studying the literature and also legislation, 

while the empirical approach is carried out by going directly to the field to see 

existing phenomena and also supported by interviews with several sources, namely 

the Kalianda Class IB District Court Judges, Prosecutors of the South Lampung 

District Attorney's Office, and Criminal Academic Lecturers at the Faculty of Law, 

University of Lampung. 

The results of this study indicate that the criminal liability of the accomplice in the 

criminal act of abortion in Decision Number 344/Pid.Sus/2023/PN Kla is 

appropriate. In terms of the perpetrator, the Defendant can be held criminally 

responsible as the elements of culpability have been fulfilled and the act was 

committed knowingly, namely by participating in the purchase of medication to 

terminate the pregnancy of the Witness. Furthermore, the Defendant was capable 

of distinguishing between right and wrong. In terms of the act, the actions of the 

Defendant,, violated the law, specifically Article 77A in conjunction with Article 
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45A of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the 

Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the 

Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into 

Law in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Point 1 of the Indonesian 

Criminal Code (KUHP), relates to the criminal act of abortion.The basis for the 

judge's consideration in rendering a verdict against the accomplice in the criminal 

act of abortion in Decision Number: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla includes juridical, 

philosophical, and sociological aspects Juridically, the Defendant’s actions were 

proven legally and convincingly to constitute a criminal offense as charged. 

Philosophically, the panel of judges considered that the imposition of a one (1) year 

sentence was not merely a form of retribution for the Defendant's actions. 

Sociologically, the panel of judges took into account both aggravating and 

mitigating factors for the Defendant. 

 

The suggested recommendations include the need for comprehensive legal and 

reproductive health education for the general public, as well as strengthened 

supervision of the distribution of drugs that can be misused for illegal abortions. 

Furthermore, it is hoped that in issuing criminal sentences, judges will place 

greater emphasis on factors that can encourage the rehabilitation of the defendant, 

so they feel remorse and help prevent similar crimes from recurring. 

Keywords: Criminal Liability, Participation, Abortion 
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MOTTO 

 

 

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 

ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.” 

(Yesaya 41:10) 

 

 

 

“Apapun yang terjadi dalam hidup, bersikaplah baik kepada orang lain. Bersikap 

baik kepada orang lain adalah warisan yang indah untuk ditinggalkan.” 

(Ferda Ria Angelina) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat pada dasarnya diatur oleh hukum 

yang sebab akibatnya dapat memengaruhi setiap sudut kehidupan. Hukum 

merupakan suatu kumpulan aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat 

dengan ancaman ganti rugi atau pidana ketika melakukan pelanggaran serta 

mengabaikan aturan itu sehingga tercipta suatu masyarakat yang tertib dan adil.1 

Maka sudah sepatutnya dalam kehidupan manusia wajib menaati segala aturan 

hukum agar kehidupan sejahtera dan tidak kacau. 

Manusia baik disengaja maupun tidak, sering melakukan kesalahan yang 

menimbulkan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang 

dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.  Tindak pidana dalam KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikenal dengan perbuatan pidana atau 

peristiwa pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau 

perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Tindak pidana 

menurut simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Pengaturan dalam tindak pidana diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, 

yang mana merupakan peraturan perundang-undangan serta terdiri dari 3 buku,  

meliputi: Buku I tentang Aturan Umum; Buku II tenntang Kejahatan; dan Buku III 

tentang  Pelanggaran.

 
1 Topo Sa intoso, Huikuim Pidainai Suiaitui Peingaintair, Ra ijaiwaili Peirs, 2021, hlm. 8 
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Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu peningkatan dari 

pemikiran manusia yang pada hakikatnya tidak selalu positif. Salah satunya adalah 

masalah aborsi yang dilakukan oleh perempuan tanpa batas usia, baik yang sudah 

menikah maupun yang masih lajang. Pengertian aborsi merupakan tindakan 

pengguguran kandungan untuk mengeluarkan janin bayi secara sengaja. Aborsi kini 

merupakan fakta yang terjadi di berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang 

dewasa yang tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Kelahiran seorang 

anak yang merupakan karunia dari Tuhan, justru dianggap sebagai beban 

kehidupan. Hal ini terjadi karena manusia tidak mengindahkan nilai-nilai moral 

serta aturan yang berlaku.   

Aborsi diatur dalam Pasal diatur pada Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP. Pada 

dasarnya pasal-pasal tersebut memberikan larangan untuk segala bentuk apapun 

dalam melakukan tindakan aborsi. Pasal 346 KUHP mengatur bahwa seseorang 

yang melakukan aborsi atau menyuruh orang lain melakukannya diancam pidana 

penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 KUHP mengatur ketika aborsi dilakukan 

tanpa izin wanita yang mengandung, maka pelaku aborsi dikenakan pidana penjara 

paling lama 12 tahun, dan jika wanita tersebut meninggal akibat tindakan aborsi, 

pelaku dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun. Pasal 348 KUHP mengatur 

ketika aborsi dilakukan atas izin wanita yang mengandung, maka pelaku dikenakan 

penjara paling lama hingga 5 tahun 6 bulan, dan jika wanita tersebut meninggal 

akibat tindakan aborsi, pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selain 

itu, jika dalam pelaksanaan aborsi dibantu oleh dokter, bidan, atau juru obat maka 

ancaman pidana ditambahkan sepertiganya dan hak menjalankan profesi tersebut 

akan dicabut.2  

Pengaturan aborsi juga diatur dalam Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakuka abosi, kecuali 

dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-

undang hukum pidana. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan 

 
2 Ni Pu itu i Endraiyaini, eit a il. “Keipaistiain Huikuim Peingaituirain Tinda ikain Aborsi Di Indoneisiai”, Ju irnail 

Keirtha i Seimaiyai Vol. 9 No. 8, 2021, hlm. 1406 
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hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang 

memiliki kompetensi dan kewenangan, fasilitas pelayanan kesehatan yang 

memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri dan dengan persetujuan perempuan 

hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. 

Selain itu pengaturan aborsi diatur dalam Pasal 77A Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak yang mengatakan seseorang yang sengaja melakukan 

tindakan aborsi terhadap anak yang dalam kandungan dengan alasan dan tata cara 

yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

Pasal 45A, maka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan 

denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Luasnya cakupan te irkait larangan me ingeinai tindakan aborsi dalam KUHP, UU 

Keiseihatan dan UU Pe irlindungan Anak yang me iliputi wanita yang me ilakukan 

aborsi hingga orang yang me inghasut, meinyuruh, dan me imbantu aborsi pun 

akhirnya dapat dike inai ancaman pidana pe injara. Masalah aborsi yang me ilibatkan 

peilaku lain yang turut seirta dalam meilakukan aborsi me irupakan peirmasalahan yang 

kompleiks. Turut seirta seicara eitimologis meirupakan tindak pidana yang dilakukan 

seicara beirsama-sama baik me ilalui keiseipakatan juga keibeitulan, deingan cara 

meinghasut, meinyuruh orang lain, meimbeirikan bantuan, atau meimpeirmudah dalam 

seigala beintuk. Seidangkan dalam hukum pidana peinyeirtaan diatur dalam Pasal 55 

KUHP dan Pasal 56 KUHP, dalam ke idua pasal teirseibut diseibutkan siapa yang 

dikualifikasikan seibagai peilaku dan siapa saja yang dikatakan se ibagai peimbantu. 

Salah satu kasus tindak pidana aborsi yang me ilibatkan peilaku turut seirta adalah 

kasus yang teirjadi di wilayah hukum Peingadilan Neigeiri Kalianda yang beirweinang 

meimeiriksa dan me ingadili peirkaranya deingan Putusan Nomor 

344/Pid.Sus/2023/PN.Kla se ibagaimana diputus ole ih Majeilis Hakim Peingadilan 

Neigeiri Kalianda yang meingutus Teirdakwa Dwi teirbukti seicara sah dan meiyakinkan 

beirsalah meilakukan tindak pidana turut seirta dalam meilakukan tindak pidana aborsi 

teirhadap anak yang masih dalam kandungan.  
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Keijadian aborsi beirmula pada bulan Mareit 2023 dimana Teirdakwa di teileipon Saksi 

teilat haid  dan me inanyakan bagaimana tanggapan dari Te irdakwa yang mana 

meirupakan pasangan dari Saksi, ke imudian atas peirtanyaan teirseibut Teirdakwa 

meingatakan bahwa dirinya tidak mau tahu teirkait kondisi keihamilan Saksi teirseibut 

dan meingatakan untuk agar dirinya me incari obat peinggugur bayi dan biaya obat 

teirseibut teirdakwa yang akan me imbeirikannya. Keimudian bulan Juli 2023 Saksi 

keimbali meinghubungi dan meinanyakan keipada Teirdakwa teintang peirutnya yang 

seimakin meimbeisar (kondisi hamil), ke imudian tanggapan dari Te irdakwa sama 

seipeirti seibeilumnya dirinya tidak mau tahu te irkait deingan kondisi keihamilan Saksi 

dan meimbeirikan arahan agar dirinya me incari obat peinggugur bayi keimbali dan 

biaya nya akan ditanggung ole ih Teirdakwa.  

Keimudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli Tahun 2023 Saksi me incari obat untuk 

meinggugurkan kandungan di inte irneit dan meindapat obat me irk misoprostol dan 

obat peindorong kandungan lainnya yang tidak ada me irk seiharga Rp.2.000.000,- 

(dua juta rupiah). Pe irbuatan teirseibut dilakukan ole ih teirdakwa deingan cara 

meinyuruh Saksi me imbeili obat me inggugurkan, seiteilah beirkali-kali peircobaan 

akhirnya kandungan Saksi be irhasil digugurkan dan dikuburkan. Namun, disaat 

peimbuktian dalam peirsidangan hasil te is DNA meinunjukkan tidak adanya DNA 

Teirdakwa teirhadap anak kandungan Saksi. Kasus ini dikate igorikan seibagai kasus 

turut seirta dalam tindak pidana aborsi kare ina Teirdakwa turut seirta meimbantu 

meinggugurkan anak dalam kandungan Saksi.  

Beirdasarkan teirjadinya tindak pidana te irseibut Jaksa Peinuntut Umum meimbeirikan 

tuntutan te irhadap Teirdakwa pidana peinjara seilama 1 tahun 6 bulan dikurangi 

seilama Teirdakwa beirada dalam tahanan deingan peirintah Teirdakwa teitap ditahan 

dan deinda seibeisar Rp. 1.000.000.000,00 subside ir 3 bulan kurungan. De ingan 

adanya tuntutan te irseibut Majeilis Hakim Pe ingadilan Neigeiri Kalianda meimutuskan 

peinjatuhan pidana peinjara seilama 1 tahun dan de inda seijumlah Rp. 

1.000.000.000,00 deingan keiteintuan apabila deinda tidak dibayar maka diganti 
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deingan pidana kurungan se ilama 1 bulan seibagaimana dalam dakwaan alte irnatif 

keisatu.3 

Dilihat dari isu hukum yang ada me ingeinai peilaku turut seirta tindak pidana aborsi 

beirdasarkan Pasal 77A Ayat (1)  Jo. Pasal 45A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 te intang 

Peineitapan Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te intang 

Peirlindungan Anak Meinjadi Undang-Undang Jo. 55 Ayat (1) KUHP tuntutan dari 

Jaksa Peinuntut Umum, Teirdakwa dapat diancam pidana pe injara leibih dari 1 tahun 

sampai batas 10 tahun pe injara yang dimana Te irdakwa me irupakan pasangan dari 

Saksi Wulan yang turut se irta meimbantu meinggugurkan kandungan de ingan 

meimbeirikan biaya obat peinggugur teirhadap Saksi. 

Peirtanggungjawaban pidana se ibagai peineintu apakah seiseiorang yang meilakukan 

peirbuatan yang salah se ipeirti teirsangka maupun te irdakwa dapat 

meimpeirtanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang te ilah teirjadi, deingan kata 

lain seiorang teirseibut dibeibaskan atau dipidana. Pada dasarnya siapapun yang 

meilakukan tindak pidana wajib me impeirtanggungjawabkan suatu peirbuatan yang 

dilakukannya. Jika tidak diminta pe irtanggungjawaban pidananya akan me imbuat 

peilaku tidak je ira dan meimbuat pandangan neigatif bagi masyarakat yang me injadi 

tidak takut untuk meilakukan suatu pidana kareina tidak adanya peirtanggungjawaban 

teirseibut. 

Peirtanggungjawaban pidana beilum cukup jika hanya de ingan meilakukan peirbuatan 

pidana, teitapi harus diseirtai keisalahan atau sikap batin yang teirceila, dalam asas 

hukum yang me ineigaskan tidak ada pidana jika tidak ada ke isalahan.4 

Peirtanggungjawaban meirupakan konseip yang dikeinal deingan ajaran keisalahan. 

Ajaran keisalahan meirupakan istilah dari bahasa latin yang be irarti meins reia yang 

beirlandaskan pada peirbuatan pikiran orang itu jahat. Untuk me ilakukannya ada 

peirbuatan teirlarang yang lahir dari sikap jahat seiseiorang.5 

 
3 Pu ituisain Nomor 344/Pid.Suis/2023/PN Klai 
4 Moeiljaitno, Asais-Asa is Huikuim Pidainai, PT Rine ikai Ciptai, Ja ikairtai, 2008, hlm. 37  
5 Maihruis Ali, , Da isair-Daisair Hu ikuim Pidainai, Sinair Graifikai, Ja ikairtai Timuir, 2011, hlm.156 
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Meinurut Barda Nawawi Arif, asas ke isalahan meirupakan asas me indasar dalam 

peineitapan peirtanggungjawaban pidana bagi peilaku tindak pidana. Dise ibut asas 

meindasar kareina ada unsur keisalahan untuk peineintu apakah seiseiorang dapat 

dipidana atau tidak. Jika dalam dakwaan te irhadap seiseiorang teirdapat unsur 

keisalahan maka dapat dipidana, se ibaliknya jika tidak dite imukan undur keisalahan, 

seiseiorang tidak dapat dijatuhi pidana.6 Meinurut peindapat peinulis, beirdasarkan 

kasus peilaku turut seirta dalam tindak pidana aborsi diatas peilaku  meilakukan seicara 

seingaja dan te irdapat unsur keisalahan yang harus me impeirtanggungjawabkan 

peirbuatannya. Peinulis ingin me inganalisis bagaimanakah pe irtanggungjawaban 

pidana teirhadap peilaku turut seirta dalam tindak pidana aborsi dan pe irtimbangan 

hukum oleih hakim teirhadap peilaku turut seirta dalam tindak pidana aborsi, dimana 

peirkara atau kasus ini me ingakibatkan matinya janin bayi dalam kandungan, yang 

meimbuat timbulnya pe irmasalahan yang harus dise ileisaikan beirdasarkan peiraturan 

undang-undang yang meingatur. 

Beirdasarkan uraian diatas, Pe inulis meirasa teirtarik untuk me ilakukan peineilitian 

teirkait peilaku turut seirta tindak pidana aborsi dan meinuangkannya kei dalam tulisan 

skripsi yang beirjudul, “Peirtanggungjawaban Pidana Te irhadap Peilaku Turut Seirta 

Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN.Kla)”. 

B. Peirmasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah  

Beirdasarkan uraian latar be ilakang yang ada, maka peirumusan masalah dalam 

peinulisan ini seibagai beirikut: 

a. Bagaimanakah peirtanggungjawaban pidana te irhadap peilaku turut seirta 

dalam tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN 

Kla)? 

b. Apakah yang me injadi dasar peirtimbangan hakim dalam me injatuhkan 

pidana teirhadap peilaku turut seirta dalam tindak pidana aborsi (Studi 

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)? 

 
6 Bairdai Naiwaiwi Arif, Bu ingai Ra impaii Ke ibijaikain Hu ikuim Pidainai, Citra i Aditya i Baikti, Ba induing, 2012, 

hlm. 85  
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2. Ruang Lingkup Peineilitian 

Peinulis meimbatasi ruang lingkup dalam peineilitian ini pada kajian bidang ilmu 

hukum pidana yang difokuskan pada Pe irtanggungjawaban Pidana Te irhadap 

Peilaku Turut Seirta Dalam Tindak Pidana Aborsi Dalam Studi Putusan Nomor 

344/Pid.Sus/2023/PN Kla. De ingan ruang lingkup pada pe ineilitian di 

Peingadilan Neigeiri Kalianda. Peineilitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025. 

C. Tujuan Peineilitian dan Ke igunaan Peineilitian 

1. Tujuan Peineilitian 

Tujuan yang dilakukan ole ih peinulis untuk peineilitian ini, yaitu: 

a. Untuk meingeitahui peirtanggungjawaban pidana te irhadap peilaku turut seirta 

dalam tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla. 

b. Untuk meingeitahui dasar peirtimbangan hakim dalam me injatuhkan pidana 

teirhadap peilaku turut seirta dalam tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 

344/Pid.Sus/2023/PN Kla. 

2. Keigunaan Peineilitian 

Keigunaan dari peineilitian ini me iliputi teioritis dan praktis, yaitu: 

a. Keigunaan Teioritis 

Peineilitian ini diharapkan dapat me imbeirikan tambahan peimahaman 

teirhadap peirtanggungjawaban pidana te irhadap peilaku turut dalam tindak 

pidana aborsi dan apa yang me indasari hakim dalam me injatuhkan pidana. 

Seilanjutnya dapat meinjadi kumpulan peidoman atau liteiratur di 

peirpustakaan pada bagian ilmu hukum bagi pe inulis-peinulis lain. 

b. Keigunaan Praktis 

Peineilitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ke ipustakan bagi praktisi 

maupun akadeimisi dan seibagai acuan bagi masyarakat dan para pe imbaca 

teirkait teintang peilaku turut seirta dalam tindak pidana aborsi. 

 

 

 

 



 

8 

 

D. Keirangka Teioritis dan Konseiptual 

1. Keirangka Teioritis 

Keirangka teioritis meirupakan suatu peimikiran yang beirsifat abstrak yang 

digunakan seibagai dasar yang reileivan untuk meilaksanakan peineilitian hukum.7 

Keirangka teioritis digunakan untuk me indeiskripsikan keirangka peimikiran atau 

keirangka acuan yang me injadi dasar untuk me ingkaji peirmasalahan pada 

peineilitian. Dalam hal ini pe inulis meinggunakan keirangka teioritis seibagai 

beirikut: 

a. Teiori Peirtanggungjawaban Pidana 

Peirtanggungjawaban pidana adalah peineirapan hukuman teirhadap peirbuatan 

seiseiorang yang meilanggar yang peirlu dipeirtanggungjawabkan. Maka untuk 

dapat dipeirtanggungjawabkan seicara pidana, suatu pe irbuatan harus 

meingandung keisalahan. Teirdapat 2 macam keisalahan dalam  hukum pidana 

yaitu: 

1) Keiseingajaan (Dolus).  Dalam hal ini dimaksudkan bahwa se iseiorang 

yang meilakukan peirbuatan deingan niat dan peingeitahuan akan 

akibatnya. Meinurut Moeiljatno, keiseingajaan teirbagi meinjadi tiga je inis, 

yaitu: 

a) Keiseingajaan yang beirsifat tujuan (opzeit als oogmeirk).  Dalam 

keiseingajaan yang beirsifat tujuan, bahwa pe ilaku meinginginkan 

timbulnya akibat yang me injadi alasan diteirapkannya ancaman 

pidana. Keiseingajaan beintuk ini meimunculkan dua teiori, yaitu teiori 

keiheindak dan teiori bayangan. Teiori keiheindak meinganggap 

keiseingajaan ada jika peilaku meingheindaki peirbuatan dan akibat 

suatu tindak pidana. Se imeintara itu, te iori bayangan meinyatakan 

keiseingajaan dapat teirjadi jika apabila si pe ilaku seijak awal 

meilakukan peirbuatan sudah meimpunyai gambaran jeilas akibat dari 

yang diinginkan.  

b) Keiseingajaan seicara keiinsyafan keipastian (opzeit bij zeikeirheiids-

beiwustzijn). Dalam keiseingajaan seicara keiinsyafan keipastian, dapat 

dikatakan bahwa si pe ilaku tidak beirtujuan meincapai akibat yang 

meinjadi dasar deilik, namun peilaku seipeinuhnya sadar atas akibat 

yang ditimbulkan dari peirbuatannya. 

c) Keiseingajaan keiinsyafan keimungkinan (opzeit bij mogeilijkheiids-

beiwustzijn). Dalam keiseingajaan seicara keiinsyafan keimungkinan, 

dapat dikatakan bahwa si pe ilaku hanya ada gambaran 

 
7Soe irjono Soeikainto, Peingaintair Pe ineilitiain Huikuim, UI Preiss, Jaikairtai, 2010, hlm. 124   
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keimungkinan bahwa akibat dari seisuatu peirbuatannya akan teirjadi, 

walaupun akibat itu bukan tujuannya. 

2) Keialpaan (Culpa). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa se iseiorang yang 

meilakukan peirbuatan kurang beirhati-hati dalam langkah pe inceigahan 

yang meimbuat timbulnya akibat yang tidak seingaja teirjadi.8 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan 

terdiri dari 3 syarat: 

a) Pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab 

b) Terdapat perbuatan melawan hukum, yakni sikap psikis pelaku 

yang terkait dengan tindakannya yang sengaja dilakukan atau 

dengan kelalaian. 

c) Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.9  

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

     Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 

14 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian pada Ayat (2) 

menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang 

sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.  

 

Pada Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus 

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 

yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan hakim memiliki beberapa 

kemungkinan, yaitu dakwaan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin 

dakwaan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kemudian ada 

juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. 

Dalam menelaah pertimbangan pada putusannya hakim memperhatikan 2 

kategori yaitu bersifat yuridis dan non-yuridis. Dengan demikian putusan 

hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis 

sebagai berikut:  

 
8 Moeiljaitno, Peirbuiaitain Pidainai dain Peirtaingguingjaiwa ibain Pidainai, Binai Aksairai, Ja ikairtai, 1983, hlm 

46 
9 Ibid, hlm 51. 
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1. Aspek Yuridis 

Pertimbangan berdasarkan aspek yuridis berarti hakim mendasarkan 

putusannya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan secara 

formil. Seorang hakim, sebagai pihak yang menerapkan hukum, 

wajib memahami dan menelusuri peraturan hukum yang relevan 

dengan perkara yang ditanganinya. Dalam proses penegakan hukum, 

hakim juga harus menilai apakah ketentuan hukum tersebut mampu 

mewujudkan rasa keadilan, memberikan manfaat, serta menjamin 

kepastian hukum, karena pada dasarnya, hukum bertujuan untuk 

mencapai keadilan. 

2. Aspek Filosofis 

Pertimbangan berdasarkan aspek filosofis berarti hakim 

mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan melalui proses 

pemidanaan kepada terdakwa memiliki tujuan untuk memperbaiki 

perilakunya. Upaya membina pelaku kejahatan sehingga setelah 

terpidana bebas dari lembaga pemasyarakatan tidak mengulangi 

kejahatannya lagi. Aspek ini berintikan pada kebenaran dan 

keadilan.  

3. Aspek Sosiologis 

Pertimbangan berdasarkan aspek sosiologis berarti hakim dalam 

menjatuhkan pidana mempertimbangkan latar belakang sosial 

terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana tersebut berdampak dan 

memiliki manfaat serta diterima bagi masyarakat. Aspek sosiologis 

mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.10 

2. Konseptual 

Konseptual merupakan kerangka yang memaparkan serta menghubungkan 

berbagai konsep khusus yang tedapat kumpulan makna yang terkait pada istilah 

yang diteliti. Pengertian dari istilah-istilah yang digunakan oleh penulis sebagai 

berikut: 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai lanjutan celaan yang objektif 

terhadap perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk 

dapat dipidana karena perbuatannya itu.11  

b. Pelaku turut serta adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindak 

pidana  dilarang undang-undang dilakukan dengan cara bersama-sama.12 

 
10 Ahma id Rifa ii, Peineimuiain Huiku im ole ih Haikim dailaim Peirspeiktif Hu ikuim Progreisif, Sina ir Gra ifikai, 

Jaikairtai, 2018. hlm 126  

 
11 Roe islain Sa ileih, Pikirain-Pikira in Teintaing Peirtaingguing Ja iwaibain Pidainai, Ceitaikain Pe irtaimai, 

Jaikairtai, Ghailiai Indoneisiai, 1986, hlm-33 
12Aksi Sinu irait, Peircoba iain, Peinye irtaiain, dain Ga ibuingain Tindaik Pidainai (PPGTP), Ceitaikain Pe irtaimai, 

Ku ipaing, Taingguih Deinairai Jaiyai, 2024. hlm, 47 
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c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan dalam 

aturan hukum disertai ancaman pidana bagi para pelanggar.13 

d. Aborsi adalah tindakan menggugurkan janin yang ada dalam kandungan 

dengan sengaja agar anak yang di dalam kandungan rahim ibunya, terlahir 

sebelum tiba waktunya.14  

e. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan ketika majelis hakim 

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang 

mengandung alasan-alasan yang digunakan oleh hakim sebagai acuan untuk 

pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.15 

E. Sistematika Penelitian 

Penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika 

penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian dari bahan-bahan yang berisi pengertian umum dari pokok 

pembahasan, yakni: 

a. Pengertian pertanggungjawaban pidana 

b. Pengertian tindak pidana aborsi 

c. Pengertian turut serta dalam tindak pidana  

d. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur 

 
13Su idairyono Naitaingsai Suirbaikti, Huikuim Pidainai (Daisair-Daisair Huikuim Pidainai Beirdaisairkain KUHP 

dain RUU KUHP), Suiraikairtai, Mu ihaimmaidiyaih Univeirsity Pre iss, 2017. hlm 93 
14Adi Gu inaiwain dain Su ihaiimi. Hu ikuim Aborsi (Tinja iuia in Huikuim Positif da in Huikuim Islaim), Ce itaikain 

Peirtaimai, Paimeikaisain, PT. Peinai Peirsa idai Keirtai Utaimai, 2023.  Hlm 6 
15 Ru isli Mu ihaimmaid, Huikuim Aca irai Pidainai Konteimpore ir, Jaikairtai, Citrai Adiityai, 2007. hlm 212. 
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pengumpulan data, dan analisis data yang di dapat. Dengan demikian semua 

hasil yang diperoleh jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 

344/Pid.Sus/2023/PN Kla dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan 

Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla. 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang berasal dari keseluruhan yang dibahas dan hasil 

dari penelitian serta saran yang dapat ditunjukan guna menyelesaikan masalah 

yang terkait dari skripsi ini.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah 

dikodifikasi, yaitu sebagian besar ketentuannya disusun dalam sebuah kitab 

undang-undang (wetboek) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

mengikuti suatu sistem tertentu. Semua aturan pidana yang berada di luar wetboek 

ini tunduk pada sistem yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 KUHP.  

Hukum pidana di Indonesia berbentuk tertulis dan telah dikodifikasi dalam sebuah 

Kitab Undang-Undang dan dalam perkembangannya, banyak hukum tertulis yang 

tidak dikodifikasikan dan berbentuk undang-undang. Hukum pidana tertulis yang 

dikodifikasikan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), yang asalnya dari masa pemerintahan kolonial Belanda16.  

Hukum merupakan  sebuah aturan yang didalamnya terdapat sebuah larangan dan 

perintah serta sanksi bagi siapa saja melanggar aturan tersebut. Aturan tersebut 

merupakan aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis yang berupa hukum 

adat atau kebiasaan. Dalam pidana aturan-aturan tersebut dituangkan dalam seb uah 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya17. 

 
16 Moeiljaitno, OpCit. hlm. 17 

17 Fristiai Be irdiain Taimzai, “Prison Peinailty In Providing A De iteirmina ition Effeict For Crimina il Actions 

Of Corru iption”, Corruiptio 3, no. 2 (2022): 87–100. 
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Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang 

berlaku akan dikenal sanksi sebagai bentuk hukuman yang bertujuan memberikan 

efek jera bagi pelanggarnya. Hal ini berkaitan erat dengan konsep 

pertanggungjawaban yang menuntut bahwa setiap pelanggar harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan adanya 

hukum, keadilan ditegakkan melalui sistem sanksi yang dirancang untuk 

melindungi hak dan kepentingan masyarakat, sekaligus me inceigah peilanggaran 

leibih lanjuit meilaluii meikanismei peirtangguingjawaban pidana. 

Peirtanggu ingjawaban pidana adalah proseis peimbeirian hu ikuiman keipada peilakui 

kareina tindakan yang meilanggar huikuim ataui meinciptakan situ iasi teirlarang. Deingan 

deimikian, peirtangguingjawaban pidana beirfokuis pada peimindahan huikuiman dari 

tindak pidana keipada peilakui

18. Agar hu ikuiman dapat dijatu ihkan pada peilakui kareina 

meilakuikan tindak pidana, atu iran huikuim teintang peirtangguingjawaban pidana 

beirpeiran seibagai peineintui syarat-syarat yang haruis dipeinuihi oleih seiseiorang 

seihingga dapat dike inai huikuiman seicara sah. Peirtanggu ingjawaban pidana tanpa 

adanya keisalahan dari pihak yang me ilanggar tidak dapat dipe irtangguingjawabkan. 

Jadi orang yang tidak mu ingkin dipeirtangguingjawabkan dan dijatu ihi pidananya 

kalaui tidak meilakuikan peirbuiatan pidana. Teitapi meiskipu in dia meilakuikan peirbuiatan 

pidana tidak seilalui dia dapat dipidana.  

Meinuiruit Van Hame il, peirtangguingjawaban pidana me iruipakan kondisi psikologis 

normal dan keimatangan meintal yang meilibatkan eimpat keimampuian uitama:  

a. Meimahami makna dan konseikuieinsi dari peirbuiatannya seindiri; 

b. Meinyadari bahwa peirbuiatannya tidak diteirima ataui dilarang oleih 

masyarakat; 

c. Meimiliki keimampuian uintu ik meingeindalikan tindakan teirseibuit; 

d. Meineintuikan keimampuian teirhadap peirbuiatan.19 

 

 
18 Aryo Faidliain, “Pe irtaingguingja iwaibain Pidainai Dailaim Seibuiaih Keiraingkai Teioritis”, Juirnail Hu ikuim 

Positu im, Vol 5 No 2, 2020, hlm 13 

19 Adma ijai Priyaitno, Keibijaikain Leigisla isi Teintaing Siste im Pe irta ingguingjaiwaibain Pidainai Koorpora isi 

Di Indoneisiai, Cv. Utomo, Ba induing, 2004, hlm. 15 
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Huikuim pidana meimiliki prinsip "Tiada Pidana Tanpa Keisalahan" (geiein straf zondeir 

schuild) diteirapkan meiskipuin tidak seicara eiksplisit teirtuilis dalam uindang-uindang, 

teitapi diteirima dalam praktik huikuim. Prinsip ini meingaitkan eirat antara keisalahan 

dan tangguing jawab atas tindakan. Hanya meireika yang beirtindak deingan keisalahan 

yang dikeinai tangguing jawab atas tindak pidana yang dilaku ikan. Beirdasarkan 

huikuim pidana, guina meinilai keisalahan dan keilalaian seiseiorang dalam tindak pidana 

haruis dipastikan peilakui mampui uintuik beirtangguingjawab.20 Dalam konseip KUHP 

2023 seicara teirtuilis meiruimuiskan asas keisalahan dalam Pasal 36 seibagai beirikuit: 

(1) Seitiap orang hanya dapat dimintai peirtangguingjawaban atas tindak pidana 

yang dilaku ikan deingan seingaja ataui kareina keialpaan. 

(2) Peirbuiataan yang dapat dipidana me iruipakan tindak pidana yang dilaku ikan 

deingan seingaja, seidangkan tindak pidana yang dilaku ikan kareina keialpaan 

dapat dipidana yang dilaku ikan kareina keialpaan dapat dipidana jika se icara teigas 

diteintuikan dalm peiratuiran peiruindang-uindangan. 

Meinuiruit Utreicht, keimampuian beirtangguingjawab itui adalah meiruipakan u insuir 

diam-diam dari seitiap pidana, seipeirti juiga deingan u insuir meilawan huikuim. Oleih 

seibab itui apabila ada keiraguian teintang ada tidaknya keimampuian beirtangguingjawab 

bagi seiseiorang, maka hakim wajib meinyeilidikinya dan bila se iteilah diseilidiki teitap 

ada keiragu ian maka hakim haruis meimbeibaskan dari tu intuitan huikuim21. 

Jika kita meimpeirhatikan dalam seitiap ruimuisan tindak pidana, meingeinai hal mampui 

ataui tidak mampu i beirtangguing jawab tidak diseibuit dalam ruimuisan tindak pidana, 

maka meingeinai keimampuian beirtangguingjawab ini tidak dapat dianggap 

meiruipakan uinsuir tindak pidana. Cara be irpikir ini adalah Formil. Se iseiorang tidak 

dapat dipidana jika te irbuikti tidak beirtangguingjawab atas peirbuiatannya22. 

 

 
20 Tri Andrismain, Asa is dain Daisa ir Atuirain Umu im Huikuim Pidainai Indoneisiai Seirtai 

Peirkeimbaingainnyai Dailaim Konse ip KUHP 2013, Anuigraih Uta imai Raihairjai (AURA), Ba indair 

Laimpuing, 2014. hlm 92 
21 Utre icht, 1968, Huikuim Pidainai I, Ba induing, Univeirsitais Baindu ing, hlm. 279. 
22Maiyai Shaifirai, eit ail. Huikuim Pe imaisyairaikaitain dain Peineiiteisieir. Pu isaikai Meidiai, 2022, hlm. 53 
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Pasal 44, te irdapat duia kondisi me intal yang meinghalangi keimampuian beirtangguing 

jawab, di mana peilakuinya tidak dapat dijatu ihi huikuiman. Keiduia kondisi ini haruis 

dibuiktikan dalam peirsidangan agar teirdakwa tidak dijatu ihi pidana, deingan tu ijuian 

meincapai keiadilan dalam pu ituisan hakim. Namu in, di luiar Pasal 44, teirdapat alasan 

lain yang ju iga meinyeibabkan keitidakmampuian uintuik beirtangguing jawab dan haruis 

dibuiktikan u intuik meinceigah pidana teirhadap teirdakwa. Ruimuisan teintang 

peirtanggu ingjawaban pidana yang neigatif dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip 

yang dianuit oleih peimbeintuik uindang-uindang, yaitui seitiap orang dianggap mampui 

beirtanggu ing jawab, dan hanya jika teirdapat keiraguian yang cu ikuip, maka peirlui uintuik 

meimbuiktikannya. 

Seiseiorang yang pada dasarnya me ilakuikan tindak pidana dapat dimintai 

peirtanggu ingjawaban jika meimeinuihi uinduir-uinsuir peirtangguingjawaban pidana, 

yaitui seibagai beirikuit: 

a. Adanya Keimampuian Beirtangguingjawab 

Keimampuian beirtangguingjawab dapat dilihat dari ke iadaan batin orang 

yang meilakuikan peirbuiatan pidana uintuik meineintuikan adanya keisalahan 

(meins reia). Agar seiseiorang dapat dimintai pe irtangguingjawaban pidana 

atas peirbuiatan yang teilah dilakuikannya, kondisi me intal ataui jiwa peilakui 

haruis beirada dalam keiadaan yang normal, seihingga dapat dikatakan bahwa 

peirbuiatannya dapat dipeirtangguingjawabkan seicara huikuim. Deingan 

deimikian, seiseiorang baru i dapat dipeirtanggu ingjawabkan seicara pidana 

apabila tindakannya me imeinuihi uinsuir meilawan hu ikuim yang diatuir dalam 

u indang-uindang. Peirtangguingjawaban pidana tidak dapat dijatu ihkan 

keipada seiseiorang yang meilakuikan peirbuiatan hu ikuim seipeirti yang diatu ir 

dalam KUHP, yaitu i jika peilakui beiluim meincapai u isia 16 tahuin di mana 

pada u isia teirseibuit seiseiorang dianggap beiluim mampui uintuik 

dipeirtangguingjawabkan seicara pidana,  jika pe ilakui meilakuikan peirbuiatan 

pidana akibat adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, 

jika peirbuiatan teirseibuit meiruipakan beintuik peimbeilaan diri yang beirleibihan 

ataui meilampauii batas keiwajaran, peirintah u indang-uindang, dan 

meilaksanakan peirintah jabatan. 

b. Adanya Keisalahan 

Seiseiorang tidaklah cu ikuip uintuik dipidana apabila orang itu i hanya 

meilakuikan peirbuiatan yang beirsifat meilawan huikuim. Meiskipuin 

peirbuiatannya meimeinuihi uinsuir-uinsuir yang te ircantuim dalam keiteintuian 

tindak pidana dalam peiratu iran peiruindang-uindangan yang beirlakui, dan 
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meiskipuin peirbuiatan teirseibuit tidak dapat dibeinarkan, hal teirseibuit beiluim 

cu ikuip uintuik meimbeinarkan adanya peinjatuihan pidana. Deingan kata lain, 

meiskipuin suiatui tindakan meimeinuihi kriteiria tindak pidana se ibagaimana 

yang diatu ir dalam hu ikuim, peimidanaan barui dapat dilakuikan apabila 

syarat-syarat lainnya ju iga teirpeinuihi. Salah satu i syarat yang paling 

meindasar dalam hal ini adalah adanya u insuir keisalahan (meins reia), yang 

meinuinjuikkan bahwa peilakui beinar-beinar beirsalah seicara huikuim dalam 

meilaksanakan peirbuiatannya. Tanpa adanya ke isalahan ataui keisadaran atas 

peirbuiatan yang dilaku ikan, seiseiorang tidak dapat dimintai 

peirtangguingjawaban pidana, meiskipu in peirbuiatannya seicara mateirial teilah 

meilawan huikuim. Oleih kareina itui, dalam sisteim huikuim pidana, peinjatuihan 

pidana tidak hanya didasarkan pada u insu ir peirbuiatan yang meilawan 

hu ikuim, teitapi ju iga haruis meimpeirtimbangkan apakah pe ilakui dapat 

dianggap beirsalah, baik dari se igi niat mau ipuin keisadarannya teirhadap 

akibat hu ikuim dari tindakannya. 

c. Tidak Adanya alasan yang me inghapuis keisalahan ataui tidak ada alasan 

peimaaf 

Su iatui alasan teirteintui dapat meinghapuis uinsuir keisalahan teirdakwa ataui 

teirsangka, seihingga seigala tindakan yang dilaku ikannya meinjadi suiatui 

peirbuiatan yang dapat dibe inarkan dalam huiku im. Namu in, peirbuiatan yang 

dilaku ikan teirdakwa teitap beirsifat meilawan hu ikuim dan teitap meiruipakan 

su iatui tindak pidana, teitapi teirdakwa ataui teirsangka teirseibuit tidak dipidana 

apabila alasan te irseibuit dapat diteirima dan teirbuikti sah.23 

Teirdapat kondisi-kondisi teirteintui yang meinyeibabkan seiorang hakim tidak dapat 

meimuituiskan peirkara teirhadap peilakui tindak pidana, seihingga peilakui teirseibuit tidak 

dapat dijatu ihi huikuiman. Kondisi ini dinamakan “dasar-dasar yang meiniadakan 

huikuiman.”.24 Teirdapat duia jeinis yang meinjadi kateigori kondisi ini, yaitui alasan 

peimbeinar dan alasan peimaaf yang dasarnya me imiliki fu ingsi seibagai peinghapuis 

pidana. Dari du ia jeinis maka dapat dilihat dasar-dasar yang me inidakan huikuiman 

dapat dijeilaskan seibagai beirikuit: 

1. Alasan peimbeinar adalah alasan yang meinghapuiskan uinsuir meilawan huikuim 

pada suiatui peirbuiatan. Beibeirapa jeinis alasan peimbeinar yang diatuir dalam Kitab 

Undang-Undang Huikuim Pidana (KUHP) antara lain: 

a. Daya paksa (Pasal 48 KUHP); 

b. Peimbeilaan teirpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);  

 
23 Roe islain Sa ileih, Peirbuiaitain Pidainai dain Pe irtainggu ingjaiwaiba in Pidainai dain Peingeirtia in Daila im 

Hu ikuim Pidaina i, Aksa irai Bairui, Jaikairtai, 1983, hlm. 84 
24 P.A.F La imintaing, Daisair-Daisa ir Huikuim Pidaina i, (Jaikairtai: Sina ir Graifikai, 2014), hailaimain 391. 
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c. Meilaksanakan peirintah uindang-uindang (Pasal 50 KUHP) 

d. Meilaksanakan peirintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).25 

2. Alasan peimaaf adalah alasan yang meinghapuiskan uinsuir keisalahan pada diri 

peilaku i. Seicara uimuim, pakar huikuim meingideintifikasi beibeirapa hal seibagai 

alasan peimaaf, antara lain: 

a. Keitidakmampuian uintuik beirtangguing jawab (Pasal 44 KUHP); 

b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);  

c. Peimbeilaan teirpaksa yang meilampauii batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);  

d. Meilaksanakan peirintah jabatan tanpa weiweinang (Pasal 51 Ayat (2) 

KUHP).26 

Dasar me ingeinai teirjadinya tindak pidana yaitu i asas le igalitas yang teirdapat pada 

Pasal 1, beirbeida deingan meingeinai dapatnya dipidana pe ilakui yang meinganuit asas 

tiada pidana tanpa ke isalahan. Seiteilah teirwuijuidnya tindak pidana, baru ilah dilihat 

apakah peilakui tadi ada peirtangguingjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada 

keisalahan atauikah tidak pada pe imbuiatnya teirseibuit. Hanya te irhadap orang yang 

dipeirsalahkan saja yang dapat dibe ibani tangguing jawab pidana. Hal ini baru i 

dipeirsoalkan adalah dalam hal u intuik meineitapkan amar pu ituisan oleih hakim agar 

puituisan itui meincapai deirajat keiadilan yang seitinggi-tingginya.  

B. Peingeirtian Tindak Pidana Aborsi 

Aborsi seicara eitimologis beirasal dari kata abort yang artinya jatu ih, seidangkan 

aborsi ataui abortuis meiruipakan meingguiguirkan ataui meingguirkan kanduingan. Aborsi 

adalah keiseingajaan meinggeiluiarkan janin seibeiluim waktu i keilahiran.27 Beirdasarkan 

kamuis Latin-Indoneisia, abortu is meinganduing arti seibagai keilahiran seibeiluim 

waktuinya ataui keiguiguiran. Seicara uimuim, kata abortuis dalam bahasa Latin meimiliki 

makna yang sama de ingan kata aborsi dalam bahasa Indone isia yang mana 

 
25 Scha iffmeiisteir D, Keiijzeir N, PH E. Su itoriuis, Huikuim Pidainai, (Ba induing : Citra i Adityai Baikti, 

2007), hailaimain 139-140. 
26 Doddy Maikainoneing,”Caicait Ke ijiwa iain seibaigaii Alaisain Peinghaipuis Pidainai,” Leix Crimein, Vol. 

V/No. 4/Apr-Juin/2016, hailaimain 132-133. 
27 Saipto Bu idoyo eit aill, “Peinjaitu ihain Pidainai Baigi Peilaikui Tindaik Pidainai Aborsi (Stu idi Pu ituisain 

Peingaidilain Neigeiri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Pailui)” Juirnail Peimba inguinain Hu ikuim Indoneisia i, Vol. 

5, No.2, 2023. hlm 332 
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meiruipakan teirjeimahan dari bahasa Inggris yaitu i abortion yang beirarti keiguiguiran 

anak.28  

Abortuis Provocatu is ataui biasa diseibuit aborsi buiatan ataui seingaja buikan hanya 

masalah meidis saja teitapi masalah yang dise ibabkan oleih peiradaban manuisia 

manuisia yang seimakin beirkeimbang. Masalah aborsi bu ikan meiruipakan masalah 

yang tabui lagi uintuik dibicarakan kareina aborsi suidah banyak dilaku ikan oleih reimaja 

ataui orang deiwasa yang beirmuila dari peirgauilan beibas. Abortuis Provocatu is alias 

aborsi dalam bahasa ilmiah yakni pe ingakhiran keihamilan yang tidak dikeiheindaki 

dan meiru ipakan meitodei yang paling seiring diguinakan. Di Indoneisia tindak pidana 

“Peingguiguiran Kanduingan” dikeinal deingan aborsi pada sisteim pidana29. 

Meinuiruit Black’s Law Dictionary, keiguiguiran yang beiruipa keiluiarnya eimbrio ataui 

feituis seimata-mata buikan kareina teirjadi seicara alami (spontan), tapi ju iga kareina 

diseingaja ataui teirjadi kareina adanya campu ir tangan (provokasi) manu isia. Dari 

suimbeir diatas beiluim jeilas apa yang dimaksu id deingan aborsi itu i kareina meinuiruit 

Black’s Law Dictionary aborsi dapat beirarti “abortuis spontan” atau i “aborsi yang 

dilakuikan deingan seingaja.” Seimeintara di dalam Kamu is Beisar Bahasa Indoneisia 

dikatakan bahwa aborsi be irarti “peingguiguiran kandu ingan” yang dapat beirsifat 

kriminal teitapi dapat juiga beirsifat leigal.  

Keigagalan keihamilan yang teirjadi deingan seindirinya tanpa dike iheindaki dikeinal 

deingan abortu is natu iralis (spontaneiouis) ataui keigu iguiran. Kareina itui, abortu is 

natuiralis (abortu is spontaneiouis) haruis dibeidakan deingan abortuis provocatu is ataui 

peingguiguiran kanduingan. Abortu is provocatuis adalah istilah dalam bahasa latin yang 

seicara reismi dipakai dalam kalangan profeisi keidokteiran dan huikuim. Artinya 

deingan seingaja meingakhiri keihiduipan kanduingan dalam rahim se iorang ibu i ataui 

peireimpuian hamil. Ada peingguiguiran dan peimbuinuihan kandu ingan yang dilaku ikan 

 
28 Siti Faitimaih, Haik Asaisi Ma inu isiai Dailaim Leigailisa isi Aborsi Ba igi Korba in Peirkosaiain, CV. Eu ireikai  

Meidiai Aksairai, Puirbailinggai, 2021. hlm 16. 
29 Mu ihaimmaid Ra iffi eit a il, “Tinda ik Pidainai Aborsi Ditinja iui dairi Pe irspeiktif HAM da in Huikuim Positif 

Indoneisiai”, Ju irnail Riseit Ilmui Hu ikuim, Vol. 3, No. 1, Ju ili 2023, hlm 44 
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oleih orang lain, baik atas pe irseituijuiannya mauipuin tidak, dan orang lain itu i adalah 

orang yang meimpuinyai kuialitas pribadi teirteintui, yaitui dokteir, bidan dan juirui obat.30  

Neigara Indoneisia meiruipakan neigara huikuim yang me injuinjuing tinggi Hak Asasi 

Manuisia (HAM), Meinuiruit Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahu in 1999 

teintang Hak Asasi Manu isia, hak asasi manuisia dapat diartikan seibagai seipeirangkat 

hak yang me ileikat pada hakikat dan keibeiradaan manuisia seibagai makhluik Tu ihan 

Yang Maha Esa dan me iruipakan anu igeirah-Nya yang wajib dihormati, diju injuing 

tinggi dan dilinduingi oleih neigara, huikuim, peimeirintahan seitiap orang deimi 

keihormatan seirta peirlinduingan harkat dan martabat manu isia jadi, Hak Asasi 

Manuisia adalah hak yang meileikat yang langsuing dibeirikan oleih Tuihan Yang Maha 

Esa, buikan hak yang didapat dan dibe irikan Neigara. Beirkaitan deingan aborsi 

teintuinya akan me imbahas meingeinai keihiduipan manuisia, kareina aborsi beirkaitan 

deingan wanita dan janin yang be irada di dalam kanduingannya. 

Tindakan aborsi beirteintangan deingan hak asasi manu isia (HAM). Namu in, dalam 

situiasi teirteintui, aborsi dapat dibe inarkan jika direikomeindasikan oleih dokteir u intuik 

alasan meidis, misalnya keitika seiorang wanita hamil me ingalami peinyakit yang 

meingancam nyawanya, se ihingga kandu ingannya peirlui diguiguirkan. Meinuiruit Pasal 

60 UU No. 17 Tahu in 2023 teintang Keiseihatan, aborsi dianggap se ibagai tindak 

pidana jika dilaku ikan seicara seingaja tanpa alasan yang sah me inuiruit huikuim. Aborsi 

dapat teirjadi baik akibat tindakan manu isia (abortuis provokatu is) mauipuin kareina 

faktor alami, yaitu i teirjadi seicara spontan tanpa inte irveinsi manuisia (abortuis 

spontanu is). 

Pengguguran kandungan dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam 

Pasal 346 hingga 349 KUHP. Dari ketentuan tersebut, dapat dikenali tiga unsur 

utama dalam tindak pidana ini, yaitu janin sebagai objek yang digugurkan, ibu yang 

mengandung sebagai pelaku atau korban, serta pihak ketiga yang turut membantu 

atau melakukan pengguguran. Ketiganya menjadi dasar dalam menentukan bentuk 

pelanggaran dan sanksi pidana yang dikenakan.  

 
30 Ibid, hlm 44 
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Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP, 

pengertian abortus kriminalis meliputi dua bentuk perbuatan yang dilarang secara 

hukum. Pertama, tindakan yang dimaksud adalah menggugurkan kandungan atau 

dalam istilah Belanda disebut (afdrijving van de vrucht), yang berarti mengeluarkan 

janin dari dalam rahim wanita hamil sebelum waktunya secara tidak sah. Kedua, 

tindakan tersebut mencakup perbuatan yang secara sengaja menyebabkan kematian 

janin, yang dalam istilah hukum disebut (de dood van vrucht veroorzaken). 

Pengguguran kandungan dipahami sebagai proses keluarnya janin dari tubuh ibu 

secara paksa atau disengaja, baik melalui cara medis maupun nonmedis, yang tidak 

memenuhi ketentuan hukum. Sementara itu, pembunuhan janin lebih menekankan 

pada akibat fatal yang ditimbulkan terhadap janin, yaitu kematian, baik janin itu 

masih berada dalam kandungan maupun saat proses pengguguran berlangsung. 

Menurut Pasal 77A Ayat (1) Ayat (1)  Jo. Pasal 45A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, aborsi dianggap tindak 

pidana jika seseorang sengaja melakukan tindakan aborsi terhadap anak yang dalam 

kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan serta pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun 

dan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindakan aborsi yang dilakukan 

tanpa pertimbangan medis yang mendesak, seperti kondisi darurat yang 

mengancam nyawa ibu hamil atau janin yang tidak dapat diselamatkan secara 

medis, dianggap melanggar hukum dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

hak hidup anak yang dilindungi oleh negara. Kemudian borsi yang dilakukan oleh 

individu sendiri maupun oleh pihak ketiga, seperti tenaga kesehatan atau orang lain, 

apabila tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, maka masuk dalam 

kategori tindak pidana. 

C. Peingeirtian Tuiruit Seirta Meilakuikan Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dipahami se ibagai peirbuiatan manuisia yang seicara eiksplisit 

diruimuiskan dalam keiteintuian uindang-uindang seibagai tindakan yang me ilanggar 

huikuim, diseirtai adanya uinsuir keisalahan, dan oleih kareinanya layak uintuik dikeinai 

sanksi pidana. Pe irtangguingjawaban pidana te irhadap peilakui hanya dimuingkinkan 
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apabila peirbuiatan teirseibuit dilakuikan deingan dise irtai keisalahan yang dapat 

dipeirtanggu ingjawabkan seicara hu ikuim. Keisalahan teirseibuit dinilai beirdasarkan 

peindeikatan normatif, yakni me inuiruit pandangan uimuim yang beirkeimbang dalam 

masyarakat pada saat pe irbuiatan dilakuikan, apakah tindakan te irseibuit dianggap 

meinyimpang dari norma huikuim dan nilai sosial yang beirlakui.31 

Keijahatan ataui tindak pidana me iruipakan geijala sosial yang se ilalui dihadapi dalam 

keihiduipan beirmasyarakat. Keijahatan seiring kali meilibatkan leibih dari satu i orang, 

yang didalam hu ikuim pidana biasa dise ibuit deingan istilah peinyeirtaan dalam tindak 

pidana. Istilah pe inyeirtaan dalam KUHP dike inal seibagai “deieilneiming”, yang 

meiruijuik pada situ iasi di mana du ia orang atau i leibih beirkeirja sama dalam 

meimwuijuidkan suiatui tindak pidana.32 

Tuiruit seirta dalam tindak pidana dise ibuit “deieilneiming” yang beirasal dari kata 

Beilanda “deieilneimein” yang meimiliki arti meinyeirtai. Tu iruit seirta meiruipakan iku it 

seirta ataui keirjasama dalam meilakuikan suiatui tindak pidana yang meilibatkan paling 

seidikit duia orang baik seicara psikis mau ipuin fisik. Peirbuiatan yang dilaku ikan 

meireika beirbeida-beida deimikian deingan sikap batin me ireika teirhadap suiatui tindak 

pidana teirseibuit. Meinuiruit pandangan Satochid Kartane igara, “deieilneiming” diartikan 

seibagai kondisi keitika seibuiah tindak pidana dilaku ikan oleih beibeirapa orang seicara 

beirsamaan ataui meilibatkan leibih dari satu i peilakui. 

Meinuiruit R. Soe isilo “tu iruit meilakuikan” meimiliki arti “be irsama-sama meilaku ikan” 

yakni dimana adanya paling se idikit duia orang yang teirlibat, meilipuiti peilakui uitama 

(pleigeir) dan peilakui yang tu iruit seirta (meideipleigeir) dalam su iatui tindak pidana. 

Dalam hal ini me ireika haruis beinar-beinar beikeirja sama dalam me ilaksanakan su iatui 

tindak pidana.33 

 

 
31 P.A.F La imintaing, Op.Cit. hlm.7 
32 Siswa inta iri Praitiwi, “De ilik Peinyeirtaiain Dailaim Kitaib Undaing-Undaing Huikuim Pidainai.”, Bina imuiliai 

Hu ikuim, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm 70. 
33 R. Soe isilo. Kita ib Undaing-Undaing Huikuim Pidainai (KUHP) Se irtai Kome intair-Komeinta irnyai 

Leingkaip Paisail Deimi Paisail. Bogor: Politeiiai, 1991, hlm. 132 
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Meinuiruit Hazeiwinkeil-Suiringa dari Hogei Raad Beilanda teirdapat duia syarat agar 

seiseiorang dianggap tu iruit seirta meilakuikan tindak pidana, yakni haru is ada keirjasama 

yang disadari antar pe ilakui yang teirlibat seirta meinuinjuikan adanya keiheindak 

beirsama dan peilakui yang teirlibat haruis beirsama-sama meilaksanakan keiheindak 

teirseibuit.34 

Peilakui tuiruit seirta dalam huikuim positif Indoneisia teirdapat pada Pasal 55 KUHP 

dan Pasal 56 KUHP yang me inyatakan bahwa: 

Pasal 55 KUHP 

(1) Dipidana seibagai peilakui tindak pidana: 

1. meireika yang meilakuikan, yang meinyuiruih meilakuikan, dan yang tu iruit seirta 

meilakuikan peirbuiatan; 

2. meireika yang deingan meimbeiri ataui meinjanjikan seisuiatui, deingan 

meinyalahguinakan keikuiasaan ataui martabat, deingan keikeirasan, ancaman 

ataui peinyeisatan, ataui deingan meimbeiri keiseimpatan, sarana ataui keiteirangan, 

seingaja meinganjuirkan orang lain su ipaya meilakuikan peirbuiatan. 

(2) Teirhadap peinganjuir, hanya peirbuiatan yang seingaja dianju irkan sajalah yang 

dipeirtimbangkan, beiseirta akibat-akibatnya. 

Pasal 56 KUHP 

Dipidana seibagai peimbantui keijahatan: 

(1) meireika yang seingaja meimbeiri bantuian pada waktu i keijahatan dilakuikan; 

(2) meireika yang seingaja meimbeiri keiseimpatan, sarana atau i keiteirangan u intuik 

meilakuikan keijahatan. 

Dari ruimu isan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 KUHP, dapat dilihat tindak 

pidana peinyeirtaan dapat dijeilaskan seibagai beirikuit:  

a. Peilakui (Pleigeir) 

Peilakui adalah seiseiorang yang seicara  nyata me ilaksanakan seindiri peirbuiatan 

yang meimeinuihi seiluiruih tindak pidana yang se ibagaimaana diru imuiskan dalam 

uindang-uindang, baik seicara mateiriil mauipuin formal. Meinuiruit Zamhari 

Abidin35, peilakui dapat meilaksanakan tindak pidana me ilaluii diri seindiri, alat-

alat, dan keikuiatan alam. Pasal 55 KUHP me injeilaskan peilakui tindak pidana 

beirtanggu ing jawab seicara peinuih atas tindakannya, me iskipuin tidak seilalui 

meinjadi bagian dari peinyeirtaan deingan pihak lain. Pe ilakui dapat dipidana 

 
34Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm. 123. 

35 Siswa inta iri Praitiwi, Op.Cit hlm. 72-75. 
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beirsama deingan pihak-pihak yang tu iruit teirlibat ataui yang meinjadi bawahan 

dalam peilaksanaan tindak pidana te irseibuit. Dalam hu ikuim pidana, seiseiorang 

dapat dianggap beirtangguing jawab jika tindakannya me imeinuihi seiluiruih uinsuir 

tindak pidana, te irmasuik dalam beintuik peircobaan ataui peirsiapan, dan jika 

teirdapat hu ibuingan kauisal antara peirbuiatannya dan akibat yang timbu il. Peilakui 

juiga haruis meimiliki huibuingan keijiwaan deingan peirbuiatan dilakuikan u intuik 

meimeinuihi syarat peirtangguingjawaban pidana. 

b. Yang Meinyuiruih Meilakuikan (doeinpleigeir) 

Orang yang me inyuiruih meilakuikan (doeinpleigeir) meiruipakan tindakan yang 

dilaku ikan tanpa batas teirteintui teirkait cara peilaksanaan oleih orang yang disu iruih 

meilakuikan tindak pidana. Peirbuiatan ini bisa beiru ipa tindakan yang dilaku ikan 

oleih orang yang disu iruih tanpa meingeitahuii bahwa tindakannya me iruipakn 

tindak pidana.36 

c. Yang Tu iruit Seirta Meilakuikan (Meideipleigeir) 

Tuiruit seirta meilakuikan (meideipleigeir) meiruipakan tindakan se iseiorang yang 

deingan seingaja beikeirjasama deingan orang lain dalam pe ilaksanaan tindak 

pidana. Untu ik meineintuikan keiteirlibatan seibagai pihak yang tu iruit meilakuikan, 

yidanakan para peilakui tidak dapat dinilai seicara te irpisah, meilainkan haruis 

dilihat seibagai satu i keisatu ian.  Roeislan Saleih  dalam bu ikuinya meinjeilaskan, 

bahwa “meireika yang tuiruit seirta meilakuikan” dari peirbuiatan tindak pidana ialah 

individui-individui yang beirkeirja sama dan deingan seingaja teirlibat dalam 

peilaksanaan tindak pidana. Namu in tidak seimuia peilakui haruis meilakuikan tindak 

pidana seicara langsuing, yang teirpeinting adalah adanya ke irja sama yang eirat 

antara meireika seilama peilaksanaan tindak pidana be irlangsuing, kareina keirja 

sama meiruipakan inti dari konse ip tu iruit seirta meirlakuikan.37 Ada duia syarat 

uitama u intuik tuiruit seirta, yakni adanya keirja sama fisik dan keisadaran akan keirja 

sama teirseibuit. 

d. Peinganjuir (Uitlokkeirs) 

Peinganjuir meiruipakan salah satu i beintuik peinyeirtaan yang teirjadi seibeiluim 

tindak pidana beirlangsuing. Seibeiluim peilakui uitama dalam tindak pidana 

 
36 Eki Sirojuil Baieihaiqi, “Keituiruitseirtaiain Dailaim Tinda ik Pidainai”, An-Naihdliyyaih Juirnail Stuidi 

Keiisla imain, Vol. 1 No. 1, 2022 
37 Roe islain Sa ileih, Deilik Pe inyeirta iain, Peikainbairui: Faikuiltais Huiku im Isla im Riaiui, 1989, hlm. 98 
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meilaksanakan tindak pidana, pe inganjuir teirleibih dahu ilui meimeingaruihi ataui 

meingarahkan peilakui uintu ik meilakuikan tindak pidana te irseibuit. Peinganju ir 

meiru ipakan tindakan meindorong orang lain u intuik meilakuikan tindak pidana 

meilaluii uipaya teirteintui. Unsuir-uinsuir dari seingaja meinganjuirkan meilipuiti 

keiseingajaan peinganjuir yang ditu ijuikan pada tindak pidana te irteintui, 

peinggu inaan meitodei teirteintu i, keibeirhasilan meimbuijuik, seirta keinyataan tindak 

pidana yang dibu ijuik. Meingaju irkan deingan cara: 

a) Meimbeiri ataui meinjanjikan seisuiatui; 

b) Meinyalahguinakan keikuiasaan ataui martabat; 

c) Meimakai keikeirasan; 

d) Meimakai ancaman; 

e) Meimbeirikan keiseimpatan, sarana ataui keiteirangan.38 

e. Peimbantuian (Meideiplichtigei) 

Beirdasarkan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada du ia jeinis peimbantui yaitui 

peirtama, meireika yang deingan seingaja meimbeirikan bantu ian pada saat 

keijahatan beirlangsuing; keiduia, meireika yang me inyeidiakan bantu ian uintuik 

meilaksanakan ataui meireialisasikan keijahatan. 

 

Soeisilo me injeilaskan bahwa seiseiorang dianggap meimbantui meilakuikan tindak 

pidana jika de ingan seingaja meimbeirikan bantu ian saat tindak pidana te irseibuit 

dilaku ikan ataui seibeiluim keijahatan teirjadi. Jika bantu ian dibeirikan seiteilah 

keijahatan seileisai, tindakan teirseibuit teirgolong seibagai seikongkol, peinadahan, 

meinyeimbuinyikan peilakui keijahatan, ataui meinghalangi proseis peinyidikan. 

Dalam meimbantui meilakuikan tindak pidana, uinsuir keiseingajaan meinjadi 

eileimein peinting.  

Oleih kareina itui, seiseiorang yang seicara tidak seingaja ataui tanpa peingeitahuian 

teilah meimbeirikan keiseimpatan, sarana, ataui informasi uintuik teirjadinya tindak 

pidana tidak dapat dikeinakan huikuiman. Seilain itui, niat uintuik meilakuikan 

keijahatan haruis beirasal dari orang yang meineirima bantuian, keiseimpatan, 

sarana, ataui informasi teirseibuit. Apabila niat teirseibuit juistrui beirasal dari orang 

 
38 Eki Sirojuil Baieihaiqi, Op.Cit. 
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yang meimbeirikan bantuian, maka peirbuiatannya teirgolong seibagai meimbuijuik 

meilakuikan tindak pidana (uiitlokking).39  

Beirdasarkan pada Pasal 55 KUHP tidak me injeilaskan deifinisi peinyeirtaan, 

namu in beirdasarkan pasal te irseibuit peinyeirtaan dapat diide intifikasi beibeirapa 

uinsuir peilakui tindak pidana, yaitu i orang yang meilaku ikan (pleigeir) beirarti orang 

yang seicara langsuing ataui peilakui uitama meilakuikan meilakuikan tindak pidana,  

orang yang me inyuiruih meilakuikan (doein pleigeir) beirarti orang yang 

meimeirintahkan orang lain u intuik meilakuikan tindak pidana, orang yang tu iruit 

seirta meilakuikan (meideipleigeir) beirarti orang yang iku it keirjasama deingan peilakui 

uitama dalam me ilakuikan tindak pidana dan orang yang me injadi sarana ataui 

peinganju ir agar orang meilakuikan tindak pidana. 

Orang yang tu iruit seirta (meideipleigeir) adalah orang yang se ingaja uintuik ikuit beirbuiat 

seisuiatui. Tuiruit seirta beirbuiat seisuiatui yang dimaksuid yaitu i meireika meimeinuihi seimuia, 

salah satu i, seibagian ruimuisan deilik yang meimiliki keisadaran akan yang dilaku ikan 

dan seicara fisik meinuinjuikan tindakan yang dilarang ole ih uindang-uindang. Jika 

dalam hal tindak pidana se iseiorang hanya meilakuikan tindakan peirsiapan ataui 

tindakan yang hanya be irsifat meimbantui, maka orang yang me imbantui tidak 

dianggap  seibagai “meideipleigeir” meilainkan dihu ikuim seibagai “meimbantui 

meilakuikan” seisuiai deingan Pasal 56 KUHP. 

D. Dasar Peirtimbangan Hakim dalam Me injatuihkan Pidana 

Peineirapan hu ikuim positif oleih hakim haruis meimpeirtimbangkan nilai-nilai dan rasa 

keiadilan yang be irkeimbang di masyarakat. De ingan deimikian, puituisan yang 

dijatu ihkan dapat diteirima seicara lapang dada ole ih para pihak yang te irlibat. Oleih 

kareina itu i, seitiap keipuituisan pidana yang diambil hakim haru is beirtuijuian u intuik 

meineigakkan keibeinaran, meinjamin keiadilan, seirta meimbeirikan keipastian hu ikuim 

bagi individu i yang beirsangkuitan..40 Dasar peirtimbangan hu ikuim meiruipakan dasar 

 
39Beirnaideithai Auireiliai Oktaivirai, “Pe irbeidaiain Tuiruit Seirtai dain Pe imbaintuiain Tindaik Pidainai.”, Hu ikuim 

Online i, 2023. https://www.huikuimonlinei.com/klinik/ai/pe irbeidaiain-tuiruit-seirtai-dain-peimba intuiain-

tinda ik-pidainai-lt519a i34bcai3574/, diaikse is paidai 24 noveimbeir 2024. 
40 Baimbaing Wailuiyo, Pidainai dain Peimidainaiain, Sinair Graifikai, Ja ikairtai, 2004, hlm. 33 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/
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dari peirtimbangan hakim yang be irlandaskan pada peiratuiran huikuim yang beirbeida 

meilaluii peirtimbangan fakta yang teirjadi.41  

Peirtimbangan hu ikuim meiruipakan suiatui tahapan disaat majeilis hakim 

meimpeirtimbangkan fakta-fakta yang te iruingkap baik dari dakwaan dan tu intuitan 

yang beirhuibuingan deingan alat bu ikti yang meimeinuihi syarat mateiriil yang 

disampaikan dalam peimbuiktian pleidoi.42 

Undang-Undang Nomor 48 Tahu in 2009 Teintang Keikuiasaan Keihakiman, 

khuisuisnya pada Pasal 1 me inyatakan bahwa: Keiku iasaan Keihakiman adalah 

keikuiasaan neigara yang meirdeika uintuik meinyeileinggarakan peiradilan gu ina 

meineigakkan hu ikuim dan keiadilan beirdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang 

Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945, deimi teirseileinggaranya Neigara 

Huikuim Reipuiblik Indoneisia. Dimana beirmaksuid keiku iasaan keihakiman meiruipakan 

keikuiasaan neigara yang indeipeindein yang beibas meinjatuihkan puituisan dalam seimuia 

peirkara tindak pidana. 

Hakim me imbuiat puituisan meilaluii muisyawarah yang didasarkan pada su iatui 

dakwaan deingan fakta-fakta yang te irbuikti seilama peimeiriksaan di sidang 

peingadilan. Pu ituisan inilah yang me ineintuikan beirat ataui ringannya peinjatuihan 

pidana bagi teirdakwa. Dalam Pasal 183 KUHAP  meinyatakan bahwa: Hakim tidak 

boleih meinjatuihkan pidana keipada seiseiorang keicuiali apabila deingan seikuirang-

kuirangnya du ia alat buikti yang sah ia meimpeiroleih keiyakinan bahwa su iatui tindak 

pidana beinar-beinar teirjadi dan bahwa te irdakwalah yang beirsalah meilakuikannya, 

guina hakim dapat meimiliki keiyakinan dalam meinjatuihkan pidana. Seilain diatuir 

seicara formal dalam Pasal 183 KUHAP, se iorang hakim dalam me injatuihkan puituisan 

meimiliki dasar peirtimbangan-peirtimbangan baik yang me imbeiratkan mauipuin yang 

meiringankan bagi te irdakwa. Peirtimbangan-peirtimbangan hakim se ibagai bagian 

teirpeinting dalam me imastikan nilai keiadilan (eix aeiqu io eit bono) dan keipastian 

 
41 Andi Ha imzaih, 1986, Kaimuis Hu ikuim, Ghailiai Indoneisiai, Jaikairtai, hlm. 244. 

42 Saimaintha i Ysmira ildai eit ail. “Kaijiain Yuiridis Te irhaidaip Peirtimba ingain Ha ikim Dailaim Tindaik Pida inai 

Peimeiraisain Te irhaidaip Peinguisaihai Reiail Esta itei Indoneisiai (REI) di Provinsi Nu isai Teinggaira i Timuir 

(Stu idi Kaisuis Puituisain Peingaidilain Neigeiri Keilais IA Kuipaing Nomor : 40/Pid.Su is/2022/PN.Kpg)”, 

Arteimis La iw Jouirnail Vol 2 No 1, 2024. hlm 175-176 
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huikuim dalam suiatui puituisan. Kareina dasarnya meimbeirikan manfaat maka hakim 

haruis meinyuisuin deingan teiliti, baik, dan ceirmat. 

Peirtimbangan hakim dalam pu ituisannya meimpeirhatikan 2 kate igori. Kateigori 

peirtama adalah peirtimbangan yu iridis, yang meincaku ip dakwaan Jaksa Pe inuintuit 

Umuim, keiteirangan saksi, keiteirangan teirdakwa, barang bu ikti, dan pasal-pasal dari 

huikuim pidana yang te irkait tindak pidana te irseibuit. Kateigori keiduia adalah 

peirtimbangan non-yuiridis, yang meincakuip  faktor-faktor teirdakwa meilipuiti latar 

beilakang, psikologis, dan eikonomi.43  

Peirtimbangan hakim juiga haruis meimbeirikan manfaat bagi para pihak yang teirlibat 

dalam peirkara teirseibuit. Oleih kareina itui, hakim haruis meinyuisuin peirtimbangan 

deingan sikap yang ceirmat, hati-hati, dan peinuih keiteilitian. Apabila peirtimbangan 

hakim tidak meimeinuihi standar yang diharapkan ataui meinganduing keikeiliruian, 

puituisan yang dihasilkan dari peirtimbangan teirseibuit dapat dibatalkan oleih 

Peingadilan Tinggi ataui Mahkamah Aguing. 

Meinuiruit Ruisli Muihammad dalam meilakuikan peirtimbangan hakim ada duia macam, 

yaitui: 

a) Peirtimbangan Seicara Yuiridis 

Hakim me inyuisuin peirtimbangan yu iridis beirdasarkan fakta-fakta huikuim yang 

teiruingkap saat peirsidangan, yang mana seisuiai deingan keiteintuian uindang-

uindang yang me ingharuiskan fakta-fakta teirseibuit dicantu imkan dalam pu ituisan. 

Beirikuit adalah hal-hal yang dimaksu id: 

1) Dakwaan Peinuintuit Umu im, yang beirarti Hakim me impeirtimbangkan 

dakwaan peinuintuit uimuim yang teilah dibacakan di de ipan peirsidangan, 

kareina dakwaan meinjadi dasar hu ikuim acara pidana u intuik peimeiriksaan. 

Dalam dakwaan, te irmuiat ideintitas teirdakwa seirta uiraian teintang tindak 

pidana yang didakwakan, te irmasuik waktui dan teimpat keijadian. 

2) Keiteirangan Teirdakwa, yang beirarti Hakim meingguinakan keiteirangan 

teirdakwa seibagai alat buikti, seisuiai Pasal 184 buitir ei KUHAP. Keiteirangan 

ini meincakuip apa yang disampaikan teirdakwa di peirsidangan meingeinai 

peirbuiatan yang ia lakuikan, keitahuii, ataui alami seindiri, seirta jawaban 

teirhadap peirtanyaan dari hakim, peinuintuit uimuim, ataui peinasihat huikuim 

 

 

 
43 A.A. Sa iguing Mais Yuidiaintairi Da irmaidi, “Peirtimbaingain Ha ikim Da ilaim Meinjaituihkain Pu ituisain 

Pida inai Beirsyairait”, Juirnail, Vol. 8 No. 2, 2018, De inpaisair. hlm 182-184 
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3) Keiteirangan Saksi, yang beirarti Hakim meimanfaatkan keiteirangan saksi 

seibagai alat buikti uitama, seilama saksi meimbeirikan informasi meingeinai 

tindak pidana yang ia de ingar, lihat, atau i alami seindiri dan 

meinyampaikannya di peirsidangan seiteilah meingangkat su impah. 

4) Barang-barang Buikti, yang beirarti Hakim meimpeirtimbangkan barang bu ikti 

yang diaju ikan peinuintuit uimuim di peirsidangan. 

5) Pasal-Pasal Dalam Peiratu iran Huikuim Pidana, yang beirarti Hakim 

Meingaitkan pasal-pasal peiratuiran huikuim pidana deingan tindakan pidana 

yang dilaku ikan oleih teirdakwa, meilaluii alat buikti yang sah apakah peirbuiatan 

teirdakwa meimeinuihi uinsuir-uinsrui tindak pidana se ibagaimana yang 

diruimuiskan dalam pasal teirseibuit. 

b) Peirtimbangan Seicara Sosiologis 

Beirikuit adalah hal-hal yang peirlui dipeirhatikan dalam peirtimbangan non -

yuiridis : 

1) Latar Beilakang Teirdakwa, yang beirarti Hakim me impeirtimbangkan latar 

beilakang teirdakwa, yaitu i keiadaan yang meimbu iat keiinginan teirdakwa uintuik 

meilakuikan tindak pidana. 

2) Akibat Peirbuiatan Teirdakwa, yang beirarti Hakim me inilai dampak dari 

peirbuiatan teirdakwa, teirmasu ik keiruigian yang ditimbuilkan seibagai akibat 

dari tindak pidana teirseibuit. 

3) Kondisi Diri Teirdakwa, yang beirarti Hakim me impeirtimbangkan kondisi 

fisik dan psikis teirdakwa seibeiluim tindak pidana dilaku ikan, teirmasuik uisia, 

tingkat keideiwasaan, teikanan dari orang lain, ke ikacayan pikiran, atau i 

keiadaan eimosional seipeirti keimarahan. 

4) Agama Teirdakwa, yang beirarti Hakim meimpeirtimbangkan keiteirikatan 

teirdakwa teirhadap nilai-nilai agama, yang meinjadikan prinsip agam se ibagai 

dasar dalam meingeivaluiasi peirbuiatan teirdakwa.44 

Ada beibeirapa teiori meinuiruit Mackeinziei yang dapat dipeirguinakan oleih hakim dalam 

meimpeirtimbangkan dasar puituisan, yaitu i seibagai beirikuit: 

1. Teiori Keiseiimbangan, yang beirarti syarat-syarat yang dite intuikan oleih 

uindang-uindang dan keipeintingan pihak-pihak yang beirsangkuitan haruis 

seiimbang yang beirkaitan bagi masyarakat u imuim dan keipeintingan teirdakwa. 

2. Teiori Peindeikatan Seini dan Institu iisi, yang beirarti peinjatuihan puituisan oleih 

hakim adalah ke iweinangan dari hakim. Hakim akan me ilihat keiadaan para 

pihak yang beirpeikara. Dalam meinjatuihkan puituisan hakim meimpeirguinakan 

peindeikatan seini yang leibih diteintuikan oleih intuiisi. 

3. Teiori Peindeikatan Keiilmuiwan, yang beirarti dalam proseis peinjatuihan pidana 

haruis dilakuikan seicara siste imatik dan peinuih deingan keihati-hatian 

khu isuisnya dalam kaitannya deingan puituisan-puituisan teirdahuilui dalam 

rangka meinjamin konsisteinsi dari puituisan hakim 

4. Teiori Peindeikatan Peingalaman, yang beirarti peingalaman seiorang hakim 

 

 
44 Ru isli Mu ihaimmaid, Op.Cit, hlm 212-220 
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 akan beirdampak bagi peirkara-peirkara yang akan dihadapinya. 

5. Toeiri Ratio Deicindeindi, yang beirarti dalam meipeirtimbangkan seigala aspeik 

yang beirkaitan deingan pokok peirkara meinggu inakan landasan filsafat yang 

meinjadi dasar, keimuidian meincari peiratuiran peiruindang-uindangan yang 

reileivan deingan pokok peirkara seibagai dasar hu ikuim dan dalam 

meimpeirtimbangkan peinjatu ihan puituisan oleih hakim. 

6. Teiori Keibijaksanaan, yang beirarti dalam me imbimbing, meimbina, 

meindidik, dan meilindu ingi teirdakwa meiruipakan tangguing jawab 

peimeirintah, masyarakat, keiluiarga, dan orang tu ia. Agar teirdakwa meinjadi 

manuisia yang beirguina bagi hidu ipnya di masyarakat.45 

Puituisan hakim Pe ingadilan Neigeiri dalam sidang peingadilan, me impeirtimbangkan 

aspeik-aspeik seibagai beirikuit: 

1. Keisalahan peilakui tindak pidana, yakni syarat paling u itama dalam 

dipidananya seiseiorang. Unsu ir keisalahan yang meilipuiti keiseingajaan dan niat 

peilakui dalam tindak pidana haruis diteintuikan seicara normatif yang pada 

dasarnya peineintui uikuiran normatif teirseibuit adalah hakim. 

2. Motif dan tu ijuian dilakuikannya suiatui tindak pidana, yakni dalam tindak 

pidana pasti me inganduing u insuir bahwa tindakan yang dilaku ikan meimiliki 

motif dan tu ijuian yang  meilawan huikuim. 

3. Cara me ilakuikan tindak pidana, yakni dalam me ilakuikan tindak pidana 

peilakui meireincanakan seisuiatui dahuilui uintuik meilakuikan yang meilawan 

hu ikuim. 

4. Sikap batin pe ilakui tindak pidana, yakni adanya rasa be irsalah seirta 

peinyeisalan dan beirjanji tidak me ilakuikan tindak pidana lagi dari pe ilakui 

tindak pidana. 

5. Riwayat hidu ip dan keiadaan sosial eikonomi, yakni peilakui beiluim peirnah 

meilakuikan tindak pidana, be irasal dari keilu iarga baik-baik, dan masu ik 

kateigori keilas bawah. 

6. Sikap dan tindakan pe ilakui seisuidah meilakuikan tindak pidana, yakni pe ilakui 

dalam dimintai ke iteirangan tidak beirbeilit-beilit, ia me ineirima dan meingakuii 

keisalahannya atas tindak pidana teirseibuit. 

7. Peingaruih pidana teirhadap masa deipan peilakui, yakni me imbeirikan eifeik jeira 

keipada peilakui tindak pidana seirta tidak me inguilangi peirbuiatannya dan 

meingadakan peimbinaan seihingga meinjadi leibih baik dan beirguina dalam 

lingku ingan masyarakat. 

8. Pandang masyarakat te irhadap tindak pidana yang dilaku ikan oleih peilakui 

yakni dalam su iatui tindak pidana masyarakat me imiliki pandangan bahwa 

yang dilaku ikan peilakui meiruipakan tindakan teirceila seihingga sangat wajar. 

 

 
45 Ahma id Rifa ii, Opcit, hlm. 102. 
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9.  Jika peilakui uintuik dijatuihi huikuiman agar tidak meilakuikan peirbuiataan yang 

meiruigikan. Seihingga teirjaminnya keibeinaran, keiadilan dan keipastian 

hu ikuim.46 

Meinuiruit Moeiljatno dalam meinjatuihkan puituisan peirkara pidana, hakim me imiliki 

beibeirapa tahapan yaitu i: 

a. Tahap Meinganalisis Peirbuiatan Pidana 

Tahap ini hakim me inganalisis apakah pe irbuiatan teirdakwa meilakuikan 

peirbuiatan pidana, yang mana peirbuiatan pidana teirseibuit diruimuiskan suiatui 

atu iran pidana. 

b. Tahap Meinganalisis Tanggu ing Jawab Pidana 

Tahap ini hakim me inganalisis apakah te irdakwa dapat beirtangguing jawab 

atas peirbuiatannya keitika seiorang teirdakwa suidah teirbuikti meilakuikan suiatui 

pasal teirteintui. 

c. Tahap Peineintuian Peimidanaan 

Tahap ini hakim akan me injatuihkan pidana jika u insuir-uinsuir teilah teirpeinuihi 

deingan meilihat pasal dalam u indang-uindang yang dilanggar oleih peilakui.47

 
46 Bairdai Naiwaiwi Arif, Keibijaikain Huikuim Pidainai, PT. Citrai Aditya i Baikti, Baindu ing, 2004, hlm. 12. 
47 Ahma id Rifa ii, OpCit, hlm. 96 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

Meitodei meiruipakan hal yang sangat peinting dalam meineintuikan beirhasilnya seibuiah 

peineilitian agar me imiliki manfaat dan gu ina meimeicahkan masalah yang dibahas 

beirdasarkan data-data yang dapat dipe irtangguingjawabkan. Meitodei seibagai 

peimahaman objeik yang meinjadi tuijuian dan sasaran.  

A. Peindeikatan Masalah 

Peinguimpuilan dan peinyajian dalam peineilitian ini dilaksanakan me ingguinakan 

duia meitodei peindeikatan yaitu i peindeikatan seicara yu iridis normatif dan yuiridis 

eimpiris.  

1. Peindeikatan yuiridis normatif yaitu i peindeikatan yang dilaku ikan meilaluii 

peineilitian keipuistakaan (library reiseiarch) deingan cara meineilaah dan 

meimpeilajari kaidah-kaidah, peiruindang-uindangan yang beirlakui, seirta 

liteiratuir yang beirhuibuingan deingan peirmasalahan yang diteiliti. 

2. Peindeikatan yuiridis eimpiris yang dilaku ikan deingan meinguimpuilkan data 

seicara langsuing dari lapangan  meilaluii wawancara keipada narasuimbeir. 

B. Suimbeir dan Jeinis Data 

Suimbeir data yang akan digu inakan dalam peineilitian ini adalah data prime ir dan 

data seikuindeir, yaitui: 

1. Data primeir meiruipakan data yang didapat se icara langsuing dari lapangan 

teiruitama dari orang-orang yang be irkaitan deingan masalah yang akan 

diteiluisuiri   Dalam peinuilisan skripsi ini. Data prime ir ini akan diambil dari 

wawancara keipada pihak Hakim Pe ingadilan Neigeiri Kalianda, Lampu ing 

Seilatan dan Dosein Bagian Hu ikuim Pidana. 
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2. Data seikuindeir meiruipakan data yang dipe iroleih ataui dikuimpuilkan peinuilis 

dari beirbagai suimbeir yang suidah ada seipeirti stuidi dokuimeintasi dan liteiratuir 

deingan meimpeilajari buikui-buikui, dokuimein-dokuimein dan khu isuisnya 

peiratu iran peiruindang-uindangan yang beirlakui dan reileivan deingan masalah 

yang akan dibahas. Data se ikuindeir teirdiri dari bahan hu ikuim primeir, 

seikuindeir dan teisieir.  

a. Bahan hu ikuim primeir 

1. Undang-uindang Nomor 1 tahu in 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

tahuin 1958 teintang Peimbeirlakuian Kitab Undang-Undang Huikuim 

Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahu in 1981 Kitab Undang-Undang Huikuim 

Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahu in 2016 teintang Peineitapan Peiratuiran 

Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 2016 teintang 

Peiruibahan Keiduia Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu in 2002 

teintang Peirlinduingan Anak Meinjadi Undang-Undang. 

b. Bahan seikuindeir adalah bahan yang reileivan peirmasalahan hu ikuim dalam 

peinu ilisan skripsi ini. Data-data yang dipeiroleih beirasal dari atu iran-atuiran 

huikuim yang beirlakui, buikui-buikui, juirnal huikuim, puituisan-puituisan, 

peiratu iran peimeirintah dan karya ilmiah lain yang te irkait deingan objeik 

peineilitian. 

c. Bahan hu ikuim teirsieir adalah bahan hu ikuim peinuinjang yang me imbeirikan 

peituinjuik dan peinjeilasan teirhadap bahan hu ikuim primeir dan seikuindeir, 

meilipuiti kamu is, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan se iminar, su imbeir 

dari inteirneit, hasil-hasil peineilitian para sarjana beirkaitan deingan topik 

peirmasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.  

C. Peineintuian Narasuimbeir 

Data informasi yang peinuilis dapatkan me ilaluii narasuimbeir yang meinguiasai 

teirkait informasi masalah, me imiliki data, dan be irseidia meimbeirikan data. 

Dalam peineilitian ini yang meinjadi narasu imbeir adalah:  
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1.  Hakim Peingadilan Neigeiri Kalianda  : 1 Orang 

2.  Jaksa Keijaksaan Neigeiri Lampuing Seilatan  : 1 Orang  

3.  Dosein Bagian Huikuim Pidana Fakuiltas Huikuim UNILA 

Juimlah  

: 

 

1 Orang + 

3 Orang 

D. Proseiduir Peinguimpuilan Data dan peingolahan Data 

1. Proseiduir Peinguimpuilan Data 

Peinguimpuilan data dalam peinuilisan skripsi ini dilakuikan deingan cara stu idi 

keipuistakaan (library reiseiarch) dan stu idi lapangan, yaitu i: 

a. Stuidi Keipuistakaan 

Stuidi keipuistakaan  ataui library reiseiarch dilakuikan deingan  meineilaah 

suibstansi ataui isi dari bahan hu ikuim yang beiruipa bu ikui, peiratuiran 

peiru indang-uindangan, juirnal, artikeil, puituisan peingadilan dan bahan 

huikuim lainnya yang beirkaitan deingan peineilitian ini.  

b. Stuidi Lapangan 

Stuidi lapangan dilaku ikan deingan meilakuikan peineilitian langsuing kei 

teimpat objeik peirkara, yaitu i Peingadilan Neigeiri Kalianda, Lampu ing 

Seilatan. Dalam hal ini u intu ik meindapatkan data primeir dilakuikan 

wawancara se icara langsuing dan teirarah keipada narasu imbeir yang teirkait 

deingan peirkara teirseibuit.  

2. Peingolahan Data 

Tahap-tahap dari peingolahan data dalam peinuilisan ini seibagai beirikuit: 

a. Seileiksi data  

Seileiksi data adalah  proseis peimilihan  teirhadap data yang se ibeinar-beinar 

beirhuibuingan deingan pokok peirmasalahan.  

b. Inteirpreitasi data  

Inteirpreitasi data adalah  me inghuibuingkan data-data yang dipe iroleih  

seihingga dapat me inghasilkan u iraian yang keimuidian dapat ditarik  

keisimpuilan. 
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c. Sisteimatisasi  

Sisteimatis adalah proseis peinyuisuinan data seisuiai deingan pokok 

peirmasalahan seicara sisteimatis.  

E. Analisis Data 

Analisis dalam pe ineilitian ini meingguinakan analisis kuialitatif yakni deingan 

meindeiskripsikan data dan fakta yang dihasilkan de ingan meinguiraikan data 

deingan bahasa yang mu idah dipahami seihingga meimuidahkan peingambilan 

keisimpuilan yang pada akhirnya me injawab peirmasalahan dari peineilitian.

35 
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V. PENUTUP 

A. Simpuilan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan, maka dapat disimpu ilkan seibagai 

beirikuit:  

1. Peirtanggu ingjawaban pidana te irhadap peilakui tuiruit seirta dalam tindak pidana 

aborsi dalam Pu ituisan Nomor 344/Pid.Suis/2023/PN Kla adalah su idah seisuiai. 

Dari seigi peilakui Teirdakwa Dwi dapat dianggap be irtangguing jawab kareina 

teilah meimeinuihi uinsuir-uinsu ir keisalahan dan meilakuikan tindak pidana deingan 

sadar, yaitu i tuiruit seirta dan meinganjuirkan peimbeilian obat u intuik meingguiguirkan 

janin milik Saksi Wu ilan, seirta mampui meimbeidakan antara peirbuiatan yang 

beinar dan salah. Teirdakwa Dwi ju iga dinyatakan dalam keiadaan seihat jasmani 

dan rohani. Dari se igi peirbuiatan, tindakan Teirdakwa Dwi me ilanggar hu ikuim, 

khuisuisnya Pasal 77 A Jo Pasal 45 A UU RI Nomor 17 Tahu in 2016 2016 teintang 

Peineitapan Peiratuiran Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 1 Tahuin 

2016 teintang Peiruibahan Keiduia Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu in 2002 

teintang Peirlinduingan Anak Meinjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kei-

1 KUHP, te irkait deingan tindak pidana aborsi. Unsu ir-uinsuir yang dipeirluikan 

teilah teirpeinuihi, yaitui tuiruit seirta meilakuikan aborsi te irhadap anak yang masih 

dalam kandu ingan deingan cara yang tidak sah, me ilakuikan peirbuiatannya deingan 

sadar, seihingga tidak ada alasan yang dapat me inghapu is tangguing jawabnya, 

baik alasan peimbeinar mauipuin alasan peimaaf teirkait peirbuiatannya. 

2. Dasar peirtimbangan hakim dalam me injatuihkan puituisan teirhadap peilakui tuiruit 

seirta dalam tindak pidana aborsi dalam Pu ituisan Nomor: 344/Pid.Suis/2023/PN 

Kla adalah seicara yuiridis adalah peirbuiatan teirdakwa teirbuikti seicara sah dan 

meiyakinkan meilakuikan tindak pidana se ibagaimana didakwakan dalam 

dakwaan alteirnatif keisatui Jaksa Peinuintuit Umuim seibagaimana diatuir dalam 

Pasal 77 A Jo Pasal 45 A UU RI Nomor 17 Tahu in 2016 2016 teintang Peineitapan
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Peiratu iran Peimeirintah Peingganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 2016 

teintang Peiruibahan Keiduia Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu in 2002 teintang 

Peirlinduingan Anak Meinjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke i-1 

KUHP. Seicara filosofis majeilis hakim meimpeirtimbangkan bahwa peinjatuihan 

pidana 1 (satu i) tahuin teirhadap peilakui tuiruit seirta dalam tindak pidana aborsi 

beirtuijuian tidak seimata-mata seibagai peimbalasan atas peirbuiatan teirdakwa, 

teitapi uintuik meimuilihkan dan me imbina teirdakwa agar me injadi pribadi yang 

leibih baik seiteilah meinyeileisaikan masa pidana. Seicara sosiologis majeilis hakim 

meimpeirtimbangkan hal-hal yang meimbeiratkan dan me iringankan bagi 

teirdakwa seibagaimana diatu ir dalam Pasal 77 A Jo Pasal 45 A UU RI Nomor 17 

Tahu in 2016 2016 teintang Peineitapan Peiratuiran Peimeirintah Peingganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahu in 2016 teintang Peiruibahan Keiduia Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahu in 2002 teintang Peirlinduingan Anak Meinjadi Undang-Undang 

Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kei-1 KUHP. 

B. Saran 

Beirdasarkan hasil peineilitian ini peinuilis meimbeirikan beibeirapa saran seibagai 

beirikuit: 

1. Diharapkan adanya e iduikasi hu ikuim dan keiseihatan reiproduiksi meinyeiluiruih 

uintuik masyarakat u imuim, seirta meimpeirkuiat peingawasan teirhadap peireidaran 

obat-obatan yang dapat disalahgu inakan uintuik aborsi ileigal.  

2. Diharapkan  Hakim dalam me injatuihkan puituisan pidana le ibih di peirhatikan 

keimbali hal-hal yang dapat meindorong peirbaikan diri teirdakwa agar teirdakwa 

dapat meirasa jeira seirta meinceigah teiruilangnya tindak pidana seiruipa.  
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